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BAB IV 

ATURAN PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN SAMPAH 

PLASTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.18 

TAHUN 2008 TENTANG PENGELOAAN SAMPAH UNDANG-UNDANG 

NO.32 TAHUN 2009 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP 

1. Aturan Larangan Sampah Plastik Jika Dihubungkan Dengan Undang-

Undang Nompr 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup. 

 Berkenaan dengan tema dan permasalahan yang penulis angkat yaitu 

tentang Larangan Sampah Plastik. Di dalam praktik hukum, tentu Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup belum cukup operasional 

seperti yang kita ketahui, penggunaan kantong plastik yang kemudian menjadi 

sampah plastik merupakan persoalan lingkungan hidup global. Oleh karenanya, 

perlu aturan khusus untuk mengatasinya, termasuk upaya pencegahan dan 

penanggulangannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa contoh 

kasus mengenai Larangan sampah plastik di Kota Bandung. 

 Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan 

hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, 

pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk 

melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi 

sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. 

Sehingga pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud dari 

pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
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 Berkaitan dengan pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah 

daerah tidak dapat lepas dari asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU PPLH yang 

diatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola 

pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah. Oleh karena itu pengelolaan 

sampah merupakan wujud tanggungjawab negara melalui pemerintah dan 

pemerintah daerah. Dimana dibutuhkan partisipasi masyakat untuk melakukan 

pengelolaannya. Selain itu diperkuat dengan Pasal 63 UU PPLH yang mengatur 

mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Dimana berdasarkan asas tata kelola pemerintahan 

yang baik; dan asas otonomi daerah dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan 

sampah. 

 Maraknya pelarangan plastik sekali pakai di Indonesia, seperti kantong 

plastik, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu mengatasi permasalahan 

polusi plastik. Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik ke lautan 

kedua di dunia, berbagai inisiatif tegas mulai dilakukan oleh Indonesia, salah 

satunya dengan dilarangnya penggunaan plastik sekali pakai oleh beberapa 

pemerintah daerah seperti Kota Bandung. Saat ini, Peraturan Gubernur dan 

Peraturan Walikota tentang pelarangan plastik sekali pakai sedang dimohonkan ke 

Mahkamah Agung untuk uji materiil (judicial review) oleh industri plastik dan 

industri daur ulang plastik, dengan alasan pelarangan tersebut tidak sesuai dengan 

UU Pengelolaan Sampah. Alasan tersebut telah dibantah oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu hal yang digugat oleh industri daur 

ulang plastik kepada Pemerintah Daerah adalah relevansi Undang-Undang Nomor 
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32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPPLH) sebagai payung hukum Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur 

Bali No.97 tahun 2018. Meski demikian, UUPPLH sama sekali tidak memuat 

terminologi sampah, melainkan hanya memuat terminologi limbah, serta 

menitikberatkan pada limbah sebagai penyebab pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. Pengertian “sampah” dan “limbah” adalah berbeda, baik secara 

definisi hukum maupun secara rezim hukum. 

 Perlu dipahami definisi dari lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”) sebagai berikut: 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam 

itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain.” 

Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola sebagai upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi: 

a. perencanaan; 

b. pemanfaatan; 

c. pengendalian; 

d. pemeliharaan; 

e. pengawasan; dan 

f. penegakan hukum. 
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Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 3 UU 32/2009 

bertujuan untuk: 

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem; 

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; 

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa 

depan; 

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai 

bagian dari hak asasi manusia; 

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 

i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 

j. mengantisipasi isu lingkungan global. 

 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. 

Hal tersebut meliputi:  

a. pencegahan; 

b. penanggulangan; dan 
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c. pemulihan. 

Pasal 14 huruf i UU 32/2009 disebutkan bahwa salah satu instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah peraturan perundang-

undangan berbasis lingkungan hidup.  

Pertimbangan dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup adalah: 

a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap 

warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan; 

c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan 

dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam 

kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga 

perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; 

e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan 

perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan 
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hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan 

perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap 

keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah Terhadap Sampah Plastik  

 Undang-Undang Pengelolaan sampah didasari dengan Jumlah penduduk 

Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan 

bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat 

memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, 

antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam 

semakin beragam. Substansi UU ini yang terkait dengan langsung mengenai 

pengelolan sampah yaitu Pasal 19 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan 

bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam hal 

pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 20 sebagai berikut:  
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Pengurangan sampah yang dimaksud dalam meliputi kegiatan: 

1) pembatasan timbulansampah; 

2) pendauran ulang sampah; dan/atau 

3) pemanfaatan kembali sampah. 

 Dalam Pasal 20 ayat (2) diatur mengenai pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: 

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka 

waktu tertentu 

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; 

c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; 

d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; 

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.  

Pasal 20 ayat (3) mengatur mengenai pelaku usaha dalam melaksanakan 

kegiatan yaitu menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit 

mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh 

proses alam. Pasal 20 ayat (4) mengatur mengenai masyarakat dalam melakukan 

kegiatan pengurangan sampah yaitu menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, 

didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam 

Pasal 22 Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan 

sampah tersebut juga diatur mengenai mengenai penanganan sampah, yang 

meliputi: 

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai 

dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; 
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b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari 

sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan 

sampah terpadu; 

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari 

tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan 

sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; 

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah 

sampah; dan/atau 

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau 

residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

 Ketentuan yang diatur dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam 

UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah seharusnya mampu menangani 

permasalahan mengenai sampah di Indonesia. Sudah menjadi umum bahwa selama 

ini manajemen sampah masih menerapkan konsep Kumpul-Angkut-Buang (end of 

pipe). Dengan adanya UU ini , maka manajemen sampah telah mengadopsi konsep 

3R: Reduction (Kurangi)-Reuse (gunakan kembali)-Recycling (daur ulang). 

Demikian halnya dengan paradigma manajemen sampah, bila selama ini 

menggunakan konsep konvensional yakni sampah dianggap limbah sehingga 

dibuang yang memerlukan ongkos pembuangan dan pada akhirnya menjadi 

ancaman kesehatan bagi masyarakat. Maka sekarang digunakan paradigma baru 

yang memandang sampah sebagai sumber daya yang seharusnya diolah kembali 

sehingga menghasilkan pendapatan yang bermuara pada kesempatan terbukanya 

lapangan kerja baru dan kesempatan mendapatkan penghasilan baru. 
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Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur 

tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, 

pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah 

dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan 

hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung 

jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas 

kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. 

Undang Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ‘pengelolaan 

sampah’ diklasifikasikan ke dalam ‘pengurangan sampah’ dan ‘penanganan 

sampah’. Pengurangan sampah terdiri dari pembatasan sampah, guna ulang 

sampah, dan daur ulang sampah. Beberapa daerah tersebut seperti Provinsi Bali, 

Kota Banjarmasin, Kota Bandung, dan lainnya menerapkan kebijakan pembatasan 

sampah kantong plastik sekali pakai dengan tidak menyediakan kantong plastik 

sekali pakai di gerai ritel modern, bahkan kota Bandung sudah masuk ke pasar-

pasar tradisional. Secara filosofis, sebenarnya dalam UU Pengelolaan Sampah, 

hierarki yang paling tinggi dalam pengelolaan sampah adalah mencegah atau 

membatasi timbulnya sampah. 

 Pasal 29 ayat (1) UU 18/2008 disebutkan bahwa setiap orang dilarang: 

a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b. mengimpor sampah; 

c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; 
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d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan; 

e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; 

f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat 

pemrosesan akhir; dan/atau 

g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan 

sampah. 

Sampah yang dikelola berdasarkan UU 18/2008 terdiri atas: 

a. sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah 

tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik); 

b. sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau 

fasilitas lainnya); dan 

c. sampah spesifik (meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan 

beracun, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan lain 

sebagainya). 

 Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang 

berwawasan lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga diatur dengan peraturan daerah. 

Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang 

karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan 
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dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan 

kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung 

maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan 

hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami. 

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah adalah: 

a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat 

menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang 

semakin beragam; 

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan 

teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga 

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan 

lingkungan; 

c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga 

pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu 

ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, 

dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; 

d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan 

tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta 

peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat 

berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Pengelolaan Sampah;  

Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah maka 

dibutuhkan adanya sebuah penegakan hukum. Oleh karena itu hukum adalah sarana 

yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan konsep-konsep tentang keadilan, 

kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Sehingga adanya sebuah penegakan 

hukum meruapakan kegiatan menyerasikan hubungan nilainilai yang terjabarkan 

didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan 

(sebagai “social engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “social 

control”) kedamaian pergaulan hidup. Selain itu penegakan hukum lingkungan 

adalah suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang 

didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 

persyaratan lingkungan. Sehingga penegakan hukum lingkungan di bidang 

pengelolaan sampah sebagai upaya menerapkan hukum positif dalam kehidupan 

masyarakat sehingga adanya UU No. 18 Tahun 2008 tetang Pengelolaan Sampah 

dan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah yang bertujuan untuk 

memelihara dan mempertahankan kondisi lingkungan agar masyarakat 

mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. 

Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tetang Pengelolaan Sampah dan peraturan 

daerah mengenai pengelolaan sampah dirasa belum berjalan secara efektif. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan Indonesia didaulat sebagai negara peringkat ke-2 
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penghasil sampah domestik yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun. Selain itu Berat 

timbunan sampah di Indonesia secara nasional mencapai 200 ribu ton per hari atau 

setara dengan 73 juta ton per tahun dan paling dominan sampah rumah tangga 

sebanyak 48 persen, pasar tradisional 24 persen, dan kawasan komersial sebesar 9 

persen. Sisanya dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya 

Sehingga secara tidak langsung kontributor sampah terbesar rumah tangga baik 

yang tinggal di kota maupun desa. Data tersebut menjadi salah satu bukti belum 

efektifnya penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah. Pada dasarnya dalam 

penegakan hukum memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor 

ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan 

lainnya.  

1. Faktor hukumnya sendiri; 

2. Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang 

membentuk dan menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana pendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat; 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup. 

 Upaya penegakan hukum lingkungan memang dapat dilakukan dengan cara 

preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan 

dan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi. Sehingga 

dalam penegakan hukum bidang pengelolaan sampah tidak harus langsung 

pemberian sanksi administrasi dan pidana akan tetapi upaya preventif sepertinya 
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lebih efektif dalam penerapannya. Penegakan hukum preventif lebih 

direkomendasikan karena lebih membangun kesadaran masyarakat akan 

pentinganya pengelolaan sampah yang baik. Beberapa usaha yang sudah dilakukan 

adalah adanya bank sampah yang mengubah mindset masyarakat bahwa sampah 

dapat menghasilkan pendapatan.  

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 mengatur sanksi administrasi yang 

berupa paksaan pemerintahan; uang paksa; dan/atau pencabutan izin. Sanksi pidana 

dalam Pasal 39 yaitu (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan 

dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah 

tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan 

denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); (2) Setiap orang yang secara melawan 

hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). Dalam Pasal 40 yaitu (1) Pengelola sampah yang secara 

melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah 

dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat 

mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran 

lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 
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Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah); (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 


